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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Latarbelakang Indonesia merumuskan kewajiban pemegang Paten sebagaimana 

diatur dalam Pasal 20 UU Paten agar Indonesia dapat memperoleh 

kemanfaatan Paten dari Paten yang di terdaftar dalam daftar umum Paten di 

Indonesia. Pemegang Paten yang melaksanakan Paten di Indonesia akan 

memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Indonesia sebagai pemberi 

pelindungan terhadap pemegang Paten. Pemegang Paten yang melaksanakan 

Paten akan menerima manfaat berupa bertumbuhnya sektor usaha baru, yang 

dapat menjadi kesempatan untuk alih teknologi dan dapat menyerap banyak 

tenaga kerja, sehingga Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar bagi 

Paten-Paten tersebut. 

2. Konsekuensi dari pengaturan dalam Pasal 20 bagi pemegang Paten yang tidak 

melaksanakan Paten ialah pemerintah dapat meletakkan kewajiban berupa 

Lisensi Wajib atau penghapusan Paten dari daftar umum Paten di Indonesia. 

Pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten, akan tetapi produk Patennya 

dibutuhkan oleh Indonesia untuk di produksi, maka pemegang Paten tersebut 

diberikan kewajiban berupa Lisensi Wajib. Pemegang Paten yang tidak 

melaksanakan Paten dan produk Patennya tidak dibutukan oleh Indonesia maka 
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Paten tersebut, dapat dihapus dari daftar umum Paten di Indonesia melalui 

gugatan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional. 

  

B. SARAN 

1. Pemerintah harus bertindak tegas kepada para pemegang Paten yang tidak 

melaksanakan Paten. Pemerintah dapat meletakan kewajiban Lisensi Wajib 

apabila dibutuhkan atau memberikan sanksi berupa pengahapusan Paten dari 

daftar umum Paten di Indonesia. 

2. Pemegang Paten yang Patennya telah terdaftar dalam daftar umum Paten di 

Indonesia, sudah selayaknya mematuhi kewajiban sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 20 UU Paten, karena pemegang Paten sudah mendapatkan 

pelindungan Paten dari Indonesia, selaku pihak yang memberikan pelindungan 

kepada pemegang Paten yang namanya tercatat dalam daftar umum Paten di 

Indonesia. 
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